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ABSTRAK
Puskesmas sebagai pelaksana program jamkesmas dituntut dapat memberikan
pelayanan jamkesmas dengan baik untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap
pelayanan kesehatan.Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya motivasidari
Kepala UPTD Puksesmas terhadap petugas pelayanan jamkesmas sehingga dapat
meningkatkan efektivitas pelayanan jamkesmas bagi keluarga miskin.
Berdasarkan observasi ternyata efektivitas pelayanan jamkesmas masih belum
optimal, yang terlihat pada indikator sebagai berikut : Masih adanya petugas dalam
memberikan pelayanan Jamkesmas kepada keluarga miskin terkesan lama dan berbelit-
belit; Masih adanya petugas yang membeda-bedakan pelayanan antara pasien biasa
dengan pasien pengguna jamkesmas; Masih adanya keluhan dari keluarga miskin
penggunan jamkesmas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan petugas. Masalah-
masalah tersebut dikarenakan pelaksanaan motivasi oleh Kepala UPTD belum
berdasarkan pada asas-asas motivasi secara maksimal.
Dari hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul :“Pelaksanaan motivasi oleh Kepala UPTD  Dalam upaya meningkatkan efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga miskin pada UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka”.
Penelitian dilaksanakan di UPTD Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka dengan
populasi sebanyak 61 orang dan sampel sebanyak 60 orang yang merupakan
pegawai/petugas kesehatan pada UPTD Puskesmas Maja. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analisis, data diperoleh melalui hasil observasi,
wawancara dan angket.
Dalam melakukan penelitian penyusun menggunakan landasan teori tentang
motivasi dengan parameter asas-asas motivasi yang dikemukakan oleh Malayu S.P.
Hasibuan dan untuk pengukuran efektivitas pelayanann menggunakan indikator menurut
Gibson yaitu produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan.
Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan, mengenai pelaksanaan motivasi oleh
Kepala UPTD persentasinya mencapai nilai rata-rata60,3 %, dengan predikat “Cukup
baik”. Sedangkan variabel terikatnya yaitu efektivitas pelayanan jamkesmas
persentasinya sebanyak 59,3 % dengan predikat “Cukup baik”
Dengan demikian hipotesis yang penyusun rumuskan yaitu :“Jika pelaksanaan
motivasi oleh Kepala UPTD berdasarkan asas-asas motivasi, maka efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada UPTD Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka
meningkat” dapat teruji kebenarannya dan dapat diterima.
PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hak dasar setiap
orang, dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan,
termasuk masyarakat miskin.UUD 1945
mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan
bagi masyarakat, khususnya yang miskin
dan tidak mampu, adalah tanggung jawab
pemerintah pusat dan daerah. Perubahan
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UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan
bahwa negara mengembangkan Sistem
Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itu, UU tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  yaitu
UU Nomor 40 Tahun 2004 turut
menegaskan bahwa jaminan kesehatan
merupakan salah satu bentuk perlindungan
sosial. Pada hakekatnya jaminan
kesehatan bertujuan untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup secara layak.
Kementerian Kesehatan sejak
tahun 2005 telah melaksanakan program
jaminan kesehatan sosial, yang telah
mengalami perubahan seiring dengan
waktu. Awalnya ia dikenal dengan nama
program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) atau
lebih populer dengan nama program
Askeskin (Asuransi Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin). Kemudian sejak
tahun 2008 sampai dengan sekarang ia
berubah nama menjadi program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
JPKMM/Askeskin maupun Jamkesmas,
kesemuanya memiliki tujuan yang sama,
yaitu melaksanakan penjaminan pelayanan
kesehatan terhadap masyarakat miskin dan
tidak mampu, dengan menggunakan




bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu.Program ini diselenggarakan
secara nasional agar terjadi subsidi silang
dalam rangka mewujudkan pelayanan
kesehatan yang menyeluruh bagi
masyarakat miskin.
Program Jamkesmas ini bertujuan
untuk meningkatnya akses dan mutu
pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan tidak mampu agar
tercapai derajat kesehatan masyarakat
yang optimal secara efektif dan efisien.
Sasaran program adalah masyarakat
miskin dan tidak mampu di seluruh
Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak
termasuk yang sudah mempunyai jaminan
kesehatan lainnya.
Pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat miskin menjadi tanggung
jawab dan dilaksanakan bersama oleh




menghasilkan pelayanan yang optimal.
Berdasarkan Keputusan Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Nomor : HK.02.04./BI.1/2078/09 tentang
Petunjuk Teknis Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan
Jaringannya Tahun 2009, disebutkan
bahwa mekanisme penyelenggaraan
pelayanan kesehatan pada Program
Jamkesmas dilaksanakan oleh Puskesmas
dan Jaringannya (Puskesmas pembantu
dan Puskesmas keliling).
Dalam pelaksanaan pelayanan
Jamkesmas dituntut adanya pelayanan
yang dimotivasi oleh Kepala UPTD
Puskesmas.Motivasi ini dilakukan dengan
jalan memberikan dorongan kepada
bawahan sehingga bawahan dapat bekerja
secara ikhlas dan semangat dari segala
kemampuan yang dimilikinya.Dari
pemberian motivasi ini, bawahan
(pegawai) dapat melaksanakan pelayanan
Jamkesmas dengan maksimal dengan
tingkat disiplin yang tinggi, dapat
menghasilkan prestasi kerja yang baik.
Dari prestasi kerja  ini  akan
menunjukkan efektivitas kerja dari
pegawai tersebut
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pengamatan bahwa pelayanan Jamkesmas
bagi keluarga miskin pada UPTD
Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka
ternyata masih belum efektif, hal ini dapat
dilihat dalam indikator-indikator sebagai
berikut :
1. Masih adanya petugas dalam
memberikan pelayanan Jamkesmas
kepada keluarga miskin terkesan
lama dan berbelit-belit.
2. Masih adanya petugas yang
membeda-bedakan pelayanan antara
pasien biasa dengan pasien pengguna
Jamkesmas.
3. Masih adanya keluhan dari keluarga
miskin pengguna Jamkesmas
terhadap pelayanan kesehatan yang
diberikan petugas.
Dari hal-hal tersebut di atas
diduga bahwa pelaksanaan motivasi oleh
Kepala UPTD Puskesmas Maja belum
maksimal sepenuhnya berdasarkan pada
asas-asas motivasi, diantaranya :
1. Diduga Kepala UPTD belum optimal
dan mengikutsertakan pegawai dalam
pengambilan keputusan.
2. Diduga Kepala UPTD masih kurang
dalam pemberian penghargaan kepada
pegawai yang berprestasi.
3. Diduga Kepala UPTD masih belum
optimal dalam usaha pemenuhan
kebutuhan pegawai.
Rumusan Masalah
Dari uraian identifikasi masalah di
atas, penyusun mencoba merumuskan
masalah sebagai berikut :
(1) Bagaimana pelaksanaan motivasi
oleh Kepala UPTD dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
Jamkesmas bagi keluarga miskin
pada UPTD Puskesmas Maja
Kabupaten Majalengka.
(2) Faktor apa yang menghambat dalam
pelaksanaan motivasi oleh Kepala
UPTD dalam upaya meningkatkan
efektivitas pelayanan Jamkesmas
bagi keluarga miskin pada UPTD
Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka.
(3) Upaya apa yang dilaksanakan oleh
Kepala UPTD untuk mengatasi
hambatan-hambatan pelaksanaan
motivasi dalam upaya meningkatkan
efektivitas pelayanan Jamkesmas






(1) Untuk memperoleh gambaran
mengenai pelaksanaan motivasi oleh
Kepala UPTD dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
Jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka.
(2) Untuk mengetahui faktor apa saja
yang menghambat dalam pelaksanaan
motivasi oleh Kepala UPTD dalam
upaya meningkatkan efektivitas
pelayanan Jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskesmas Maja
Kabupaten Majalengka.
(3) Untuk mengetahui usaha apa saja
yang dilakukan oleh Kepala UPTD
untuk mengatasi hambatan-hambatan
pelaksanaan motivasi dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
Jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka.
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Motivasi adalah suatu dorongan
dalam diri yang membuat seseorang atau
suatu organisasi bahkan suatu badan untuk
mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.
Motivasi dalam organisasi sangat
penting, karena adanya motivasi, maka
akan mendorong suatu organisasi tersebut
menjadi semakin maju dan mempercepat
mencapai tujuannya, motivasi yang baik
seharusnya ada pada setiap lapisan
organisasi, motivasi yang sama juga
menjadi faktor utama yang dapat
mempengaruhi perkembangan organisasi.
Contoh kongkrit motivasi yang
diberikan pada suatu organisasi adalah
memberikan penghargaan bagi karyawan
yang rajin, kenaikan gaji 2x lipat jika
melampaui target yang ditentukan, dan
lain sebagainya. Dengan motivasi seperti
di atas, maka semua pekerja yang ada
didalamnya akan berlomba-lomba
melakukan yang terbaik bagi perusahaan
atau organisasi tersebut dan organisasi
atau perusahaan tersebut pun menjadi
semakin dinamis dan maju dalam
usahanya.
Motivasi berasal dari kata latin
“movere” yang berarti “dorongan atau
daya penggerak”. Motivasi ini diberikan
kepada manusia, khususnya kepada para
bawahan atau pengikut.Adapun kerja
adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental
untuk mengerjakan sesuatu
pekerjaan.Terkait dengan hal tersebut,
maka yang dimaksud dengan motivasi
adalah mempersoalkan bagaimana caranya
mendorong gairah kerja bawahan, agar
mereka mau bekerja keras dengan
memberikan semua kemampuan dan
keterampilannya untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
Motivasi adalah suatu sugesti atau
dorongan yang muncul karena diberikan
oleh seseorang kepada orang lain atau dari
diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud
agar orang tersebut menjadi orang yang
lebih baik dari yang sebelumnya. Motivasi
juga bisa diartikan sebagai sebuah alasan
yang mendasari sebuah perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang.
Motivasi juga dapat diartikan
sebagai kerakteristik psikologis manusia
yang memberi kontribusi pada tingkat
komitmen pada seseorang. Atau juga
merupakan  proses kesediaan melakukan
usaha tingkat tinggi untuk mencapai
sasaran tertentu yang bisa memuaskan
kebutuhan.
Untuk memahami mengenai
pengertian motivasi, maka penyusun akan
mengemukakan pengertian motivasi




“Motivasi adalah tenaga pendorong atau
penarik yang menyebabkan adanya
tingkah laku ke arah suatu tujuan
tertentu”. (2003 : 112)
Triantoro Safaria dalam bukunya
yang berjudul “Kepemimpinan” mengutip
pendapat Daft menyatakan bahwa :
Motivasi adalah sebuah proses yang
dimulai dari adanya kekurangan
baik secara fisiologis maupun
psikologis yang memunculkan
prilaku atau dorongan yang
diarahkan untuk mencapai sebuah
tujuan spesifik atau insentif. (2004 :
174)
Sondang P. Siagian dalam bukunya
“Filsafat Administrasi” mendefinisikan :
“Motivasi adalah keseluruhan pemberian
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proses dorongan bekerja kepada bawahan
sedemikian rupa sehingga mau bekerja
dengan ikhlas dan tercapainya tujuan
organisasi yang efisien dan ekonomis”.
(2006 : 106)
Dari pendapat para ahli di atas dapat
ditarik simpulan bahwa motivasi adalah
proses pemberian motif, dorongan atau
rangsangan kepada bawahan sehingga
mereka mau bekerja secara sadar dan




seorang pemimipin harus memperhatikan
sifat-sifat manusia, karena dengan cara ini
dapat dengan mudah diketahui bidang
psikologisnya, yaitu mempermudah
mempelajari tentang sesuatu yang
berhubungan dengan tingkah laku
khususnya, proses kejiwaan termasuk juga
tingkah laku tentang belajar dan
kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dengan
demikian pemberian motivasi pimpinan
terhadap bawahan dianggap berhasil
apabila para pegawai dapat diarahkan
untuk menumbuhkan keinginan
mengembangkan diri pribadinya sesuai
kemampuan yang dimilikinya.
Beberapa pedoman atau aturan yaitu
asas-asas motivasi sebagaimana yang
dikemukakan oleh  Malayu S.P Hasibuan
dalam bukunya “Manajemen Pengertian




4. Asas wewenang yang
didelegasikan




pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan di dalam setiap
organisasi, kegiatan ataupun
program.Disebut efektif apabila tercapai
tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan. Hal ini sesuai dengan
pendapat Gibson yang dialihbahasakan
oleh Nunuk Adiarnidalam bukunya
“Organisasi”, mengatakan bahwa :
Efektivitas adalah “ pencapaian
tujuan yang ditetapkan dengan
usaha kerja sama”. Jelasnya bila
sasaran atau tujuan telah tercapai
sesuai dengan yang direncanakan
sebelumnya adalah efektif.Jadi
kalau tujuan atau sasaran itu tidak
selesai sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan, pekerjaan itu
tidak efektif. (1996 : 27)
Sedangkan menurut Sudarwan





(hasil guna) ditekankan pada
efeknya, hasilnya, dan tanpa atau
kurang mempedulikan
pengorbanan yang perlu diberikan
untuk memperoleh hasil tersebut”.
(2004 : 28)
Menurut Agung Kurniawan dalam
bukunya “Transformasi Pelayana Publik”
mengemukak pendapatnya bahwa
“Efektivitas adalah kemampuan
melaksanakan tugas, fungsi (operasi
kegiatan program atau misi) daripada
suatu organisasi atau sejenisnya yang
tidak adanya tekanan dan tegangan
diantara pelaksanaannya”. (2005 :  119)
Berhasil dan tidaknya suatu
organisasi untuk mencapai tujuan yang
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telah ditentukan tergantung kepada
kemampuan para pegawai dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab
atas tugas-tugas yang diberikan
kepadanya. Apabila hasil kerja sesuai
dengan apa yang telah ditentukan, maka
keadaan itu dapat dikatakan efektif.
Menurut Mahmudi dalam
bukunya “Manajemen Kinerja Sektor
Publik” mengemukakan pendapat bahwa
“Efektivitas  merupakan hubungan antara
output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap
pencapaian tujuan, maka semakin efektif
organisasi, program atau kegiatan”. (2005
: 92)
Efektivitas berfokus pada output
(hasil), program atau kegiatan dapat
dinilai efektif apabila output yang
dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang
diharapkan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Handayaningrat dalam bukunya
“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Managemen”yang mengacu pada
pendapat Emerson memberikan definisi
efektivitas sebagai berikut :
Efektivitas adalah pengukuran
dalam arti tercapainya sasaran
atau tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.Jelasnya bila sasaran




adalah penilaian terhadap tercapai
tidaknya tujuan sesuatu kegiatan
atau suatu sistem. “(1994 : 16)
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif analisis yaitu
suatu metode penelitian yang
menggambarkan secara terperinci
kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa
berdasarkan fakta dan data yang terjadi
pada saat penelitian, selanjutnya dianalisis
dan hasil analisis tersebut dapat digunakan
untuk menarik suatu kesimpulan.
Jenis Data dan Informasi
Data Primer
Menurut S. Nasution data primer adalah
data yang dapat diperoleh lansung dari
lapangan atau tempat
penelitian.Sedangkan menurut Lofland
bahwa sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan.Kata-kata dan tindakan
merupakan sumber data yang diperoleh
dari lapangan dengan mengamati atau
mewawancarai.
Data sekunder
Data sekunder adalah data-data yang
didapat dari sumber bacaan dan berbagai
macam sumber lainnya yang terdiri dari
surat-surat pribadi, buku harian, notula
rapat perkumpulan, sampai dokumen-
dokumen resmi dari berbagai instansi
pemerintah.Data sekunder juga dapat
berupa majalah, buletin, publikasi dari
berbagai organisasi, lampiran-lampiran
dari badan-badan resmi seperti
kementrian-kementrian, hasil-hasil studi,




penelitian tersebut serta untuk
memperoleh data yang otentik diperlukan
adanya pengumpulan data dengan
mempergunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :
1. Studi kepustakaan yaitu teknik
pengumpulan data berdasarkan pada
kepustakaan/buku-buku, dokumen
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yang ada hubungannya dengan
masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan yaitu melakukan
pengumpulan data atau informasi
dengan mengadakan penelitian
langsung di wilayah kerja UPTD
Puskesmas, yang meliputi :
a. Observasi yaitu teknik
pengumpulan data dengan cara
melakukan pengamatan langsung
terhadap gejala-gejala objek yang
diteliti dengan maksud untuk
memperoleh data yang akurat.
b. Wawancara yaitu teknik
pengumpulan data dengan cara
mengajukan pertanyaan lisan
kepada Kepala UPTD Puskesmas
Maja.
c. Angket yaitu teknik pengumpulan
data dengan cara menyebarkan
sejumlah daftar pertanyaan tertulis
kepada sejumlah responden




mengenai pelaksanaan motivasi oleh
Kepala UPTD Puskesmas dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
Jamkesmas bagi keluarga miskin Pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka dilakukan dengan
menentukan persentasi variabel menurut
Nurkancana (diunduh  dari www.
Infopenelitian.com), dengan rumus
sebagai berikut := %
Keterangan :
P = Persentasi jumlah responden yang
memberikan jawaban
f = Frekuensi responden yang
memberikan jawaban
n = Jumlah yang jadi responden
PEMBAHASAN
Pelaksanaan Motivasi Oleh Kepala
UPTD Dalam Upaya Meningkatkan
Efektivitas Pelayanan Jamkesmas Bagi
Keluarga Miskin Pada UPTD
Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka
Manusia dalam suatu organisasi
mempunyai kedudukan yang sangat
strategis karena manusia bisa mengetahui
input-input yang perlu diambil dari
lingkungan, cara mendapatkan dan
menangkap input-input tersebut
menggunakan teknologi, mampu
mengolah atau mentransformasikan input-
input tersebut menjadi output-output yang
memenuhi publik. Manusia menjadi
penggerak dan penentu jalannya
organisasi, maka perhatian dari pimpinan
sangat diperlukan dalam memberikan
motivasi yang mampu meningkatkan
semangat kerja bawahan, tanpa didukung
oleh semangat kerja dari bawahan, maka
tujuan dari organisasi sulit dicapai pada
tingkat yang optimal.
Pada dasarnya setiap organisasi,
bukan saja mengharapkan bawahan atau
pegawai yang mampu, cakap dan terampil
tetapi yang terpenting mereka mau bekerja
giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja
yang optimal.Untuk itu pimpinan
hendaknya berusaha agar pegawai
mempunyai motivasi tinggi untuk
melaksanakan tugas atau
pekerjaannya.Disinilah pentingnya
peranan motivasi untuk mendorong
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semangat kerja pegawai dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
Motivasi pada suatu organisasi
bertujuan untuk mendorong semangat
kerja para pegawai agar mau bekerja keras
dengan memberikan semua kemampuan
dan ketrampilan demi terwujudnya suatu
organisasi. Pimpinan yang mengarahkan
melalui motivasi akan menciptakan
kondisi dimana pegawai merasa mendapat
inspirasi untuk bekerja keras. Pegawai
yang mempunyai motivasi tinggi sangat
diperlukan untuk tercapainya hasil-hasil
kinerja yang tinggi secara konsisten.
Pimpinan akan melakukan pendekatan
kepemimpinan yang mencerminkan suatu
kesadaran bahwa produktivitas melalui
pegawai merupakan bagian utama dan
tidak dapat digantikan untuk mencapai
tujuan organisasi.
Motivasi menjadi sangat penting
karena dengan motivasi diharapkan setiap
karyawan mau bekerja keras dan antusias
untuk mencapai produktivitas kerja yang
tinggi. Adapun tujuan dari adanya
motivasi antara lain :
1. Mendorong gairah dan semangat kerja
karyawan
2. Meningkatkan moral dan kepuasan
kerja karyawan
3. Meningkatkan produktivitas karyawan
4. Mempertahankan loyalitas dan
kesetabilan karyawan perusahaan
5. Meningkatkan kedisiplinan dan
menurunkan tingkat absensi karyawan
6. Mengefektifkan pengadaan karyawan
7. Menciptakan suasana dan hubungan
kerja yang baik
8. Meningkatkan kreatifitas dan
partisipasi karyawan
9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan
karyawan
10. Mempertinggi rasa tanggung jawab
karyawan terhadap tugas-tugasnya
11. Meningkatkan efisiensi penggunaan
alat-alat dan bahan baku
Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka adalah satu unit pelaksanaan
dinas dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka yang bertanggung jawab
menyelenggarakan pembangunan
kesehatan di wilayah Kecamatan Maja
yang merupakan organisasi kesehatan
fungsional sebagai pusat pengembangan
kesehatan masyarakat yang juga membina
peran serta masyarakat di samping
memberikan pelayanan secara menyeluruh
dan terpadu kepada masyarakat di wilayah
kerjanya.
Puskesmas mempunyai peran
yang sangat vital sebagai institusi
pelaksana  teknis, dituntut memiliki
kemampuan manajerial dan wawasan jauh
ke depan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, serta dituntut
berperan dalam pemanfaatan teknologi
informasi terkait upaya peningkatan




pelayanan  yang menyeluruh yang
meliputi pelayanan kuratif (pengobatan),
preventif (pencegahan), promotif
(peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif
(pemulihan  kesehatan). Pelayanan
tersebut ditujukan kepada semua
penduduk dengan tidak  membedakan
jenis kelamin dan golongan umur, sejak
dari pembuahan dalam kandungan sampai
tutup usia.
Salah satu pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas
adalah pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin. Jamkesmas adalah
jaminan perlindungan untuk pelayanan
kesehatan secara menyeluruh yang
bertujuan untuk meningkatnya akses dan
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mutu  pelayanan kesehatan terhadap
seluruh masyarakat miskin dan tidak
mampu agar tercapai derajat kesehatan
masyarakat yang optimal secara efektif
dan efisien dapat tercapai dengan baik.
Sasaran program adalah masyarakat
miskin dan tidak mampu di seluruh
Indonesia sejumlah 76,4 juta jiwa, tidak
termasuk yang sudah mempunyai jaminan
kesehatan lainnya
Pada pelaksanaan pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin
diperlukan adanya partisipasi aktif dari
berbagai pehak terutama dari para petugas
kesehatan beserta pimpinannya dan
masyarakat sebagai sasaran dari program
jamkesmas.Sehingga tercipta sinergitas
yang dinamis dalam pelaksanaan setiap
kegiatan pelayanan jamkesmas.
Untuk mencapai hasil yang
maksimal dalam pelaksanaan pelayanan
jamkesmas, diperlukan pegawai-pegawai
yang mampu bekerja dengan baik dan
memiliki efektivitas kerja yang tinggi
sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena
itu, agar kemampuan dan semangat kerja
para petugas dalam melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya, diperlukan
pemberian motivasi dari pimpinan guna
membangkitkan semangat dan kegairahan
kerja dari para petugas dalam pelaksanaan
pekerjaannya dilakukan dengan maksimal
dan dapat menjadi petugas yang handal
serta profesional yang memiliki tanggung
jawab dan rasa pengabdian yang tinggi.
Selain itu pegawai dituntut untuk
meningkatkan kemampuannya dalam
penyelenggaraan  setiap tugasnya masing-
masing sesuai fungsi dan wewenang yang
diembannya.
Salah satu cara meningkatkan
kemampuan pegawai adalah dengan
diberikannya kesempatan kepada pegawai
untuk mengikuti pendidikan yang lebih
tinggi dan pelatihan-pelatihan yang
menunjang pelaksanaan pekerjaan serta
adanya arahan-arahan dan bimbingan dari
pimpinan mengenai pelaksanaan
pelayanan jamkesmas akan mendorong
semangat kerja pegawai, tentunya hal
akan berpengaruh terhadap efektivitas
pelayanan jamkesmas.
Dalam pelaksanaan motivasi guna
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka yang dilakukan oleh Kepala
UPTD, harus didasarkan pada asas-asas
motivasi, sehingga pelaksanaannya dapat
teratur dan terarah guna mencapai hasil
yang maksimal demi tercapainya tujuan
organisasi.
Mengenai asas-asas motivasi yang
diterapkan oleh Kepala UPTD dalam





4. Asas wewenang yang didelegasikan
5. Asas perhatian timbal balik
Mengenai pelaksanaan motivasi
yang dilakukan oleh Kepala UPTD dalam
upaya meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka, berikut penyusun paparkan
hasil penelitian tiap indikator motivasi
yang didukung dengan tabel-tabel berikut
ini :
1. Asas mengikutsertakan
Salah satu asas dalam pelaksanaan
motivasi adalah asas mengikutsertakan,
yaitu dengan memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk turut serta dalam
proses pengambilan keputusan serta
kesempatan untuk memberikan gagasan-
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gagasan, ide, saran serta rekomendasi
dalam suatu permasalahan yang dihadapi
organisasi.
Dengan diberikannya kesempatan
kepada pegawai dalam pengambilan
keputusan dan memberikan saran atau
kritikan, pegawai merasa dihargai dan
diakui keberadaannya dalam organisasi
serta memberikan rasa tanggung jawab
untuk dapat merealisasikan daya pikir
pegawai dalam penyelesaian masalah.
Untuk mengetahui pelaksanaan
motivasi yang dilakukan oleh Kepala
UPTD dengan menerapkan asas
mengikutsertakan, berikut penyusun
paparkan hasil penelitian terhadap 2 (dua)
indikator asas mengikutsertakan, sebagai
berikut :
a) Kesempatan berpartisipasi dalam
proses pengambilan keputusan
Keberhasilan pelaksanaan
motivasi dalam upaya meningkatkan
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin pada UPTD Puskesmas
Maja Kabupaten Majalengka, tergantung
pada kemampuan Kepala UPTD dalam
memberikan kesempatan kepada pegawai
untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan. Dengan
mengikutsertakan bawahan dalam
pengambilan keputusan, suatu organisasi
akan menjadi dinamis dan efektif pada
waktu pimpinan dihadapkan pada suatu
masalah yang menuntut adanya
pengambilan keputusan.
b) Bersikap terbuka terhadap saran atau
pendapat yang dikemukakan oleh
petugas/pegawai
Dalam pemecahan suatu masalah
yang terjadi dalam organisasi, Kepala
UPTD sebagai pimpinan dituntut dapat
bersikap terbuka terhadap saran, ide atau
kritik yang bersifat membangun atas
permasalahan yang dihadapi dalam
organisasi. Sehingga terdapat berbagai
alternatif pemecahan masalah yang dapat
dijadikan sumber pertimbangan dalam
penentuan keputusan.
Dengan bersikap terbuka terhadap
saran atau pendapat yang dikemukakan
oleh petugas/pegawai, berarti Kepala
UPTD telah memberikan kepercayaan dan
rasa tanggung jawab kepada para pegawai,
yang dapat mendorong pegawai untuk
lebih giat dalam bekerja untuk mencapai
tujuan organisasi.
a) Berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan
Pada tabel di atas, sebanyak 32
responden atau sebesar 53,3 % yang
menyatakan bahwa Kepala UPTD selalu
memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan, 6 responden atau sebesar    10
% menyatakan bahwa Kepala UPTD
kadang-kadang memberikan kesempatan
untuk berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan sedangkan 22
responden atau sebesar 36,7 %
menyatakan Kepala UPTD tidak pernah
memberikan kesempatan untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Kepala UPTD telah melaksanakan
motivasi dengan memberikan kesempatan
berpartisipasi dalam proses pengambilan
keputusan namun belum optimal.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala UPTD telah berusaha
dalam memberikan kesempatan
berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan namun dikarenakan  perbedaan
tingkat kemampuan yang dimiliki oleh
para pegawai sehingga tidak semua
petugas diikutsertakan dalam pengambilan
keputusan
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Hasil observasi yang penyusun
lakukan menunjukkan bahwa dalam setiap
rapat kerja harian hanya diikuti oleh
sebagian pegawai, hal ini membuktikan
masih belum optimalnya Kepala UPTD
dalam memberikan kesempatan para
petugas untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.
b) Bersikap terbuka terhadap saran atau
pendapat yang dikemukakan oleh
petugas
Pada tabel tersebut di atas,
terdapat 30 responden atau sebesar 50 %
yang menyatakan bahwa Kepala UPTD
selalu bersikap terbuka terhadap saran
atau pendapat yang dikemukakan oleh
petugas, 14 responden atau sebesar 23,3 %
menyatakan bahwa Kepala UPTD kadang-
kadang bersikap terbuka terhadap saran
atau pendapat yang dikemukakan oleh
petugas sedangkan 16 responden atau
sebesar 26,7 % menyatakan Kepala UPTD
tidak pernah bersikap terbuka terhadap
saran atau pendapat yang dikemukakan
oleh petugas
Berdasarkan tanggapan responden
di atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala
UPTD belum optimal dalam
melaksanakan motivasi dengan bersikap
terbuka terhadap saran atau pendapat yang
dikemukakan oleh para pegawai/petugas.
Berdasarkan hasil wawancara
diperoleh keterangan bahwa Kepala
UPTD telah berusaha melaksanakan
motivasi dengan bersikap terbuka
terhadap saran atau pendapat yang
dikemukakan oleh para pegawai terutama
dalam menghadapi masalah pada
pelaksanaan pelayanan jamkesmas.
Sedangkan hasil observasi
menunjukkan bahwa hanya sebagian
pegawai UPTD Puskesmas Maja yang
diberikan kesempatan untuk memberikan
saran, ide atau kritik dalam pemecahan
suatu masalah yang terjadi pada
pelaksanaan pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin.Hal ini membuktikan
masih belum optimalnya pelaksanaan
motivasi dengan bersikap terbuka
terhadap saran atau pendapat yang
dikemukakan oleh petugas/pegawai.
Berdasarkan uraian kedua
indikator di atas, dapat disimpulkan
bahwa dalam pelaksanaan motivasi
ternyata Kepala UPTD belum optimal
dalam menerapkan asas mengikutsertakan.
Hal ini terbukti dari hasil tanggapan
responden dari dua indikator asas
mengiktusertakan nilai rata-rata baru
mencapai 51,6 %, atau bila dilihat dari
kriteria penilaian analisis data, penerapan
asas motivasi mengikutsertakan yang
dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas
Maja mencapai predikat “Kurang baik”.
2. Asas komunikasi
Keberhasilan dalam pelaksanaan
motivasi, tergantung kepada kemampuan
seorang pemimpin dalam melakukan
komunikasi. Karena dengan komunikasi,
motivasi akan berjalan dan dapat dipahami
oleh petugas. Komunikasi merupakan
proses penyampaian pikiran atau perasaan
seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan lambang-lambang yang
bermakna ganda dari kedua belah pihak
yang ditujukan untuk merubah sikap,
pendapat dan tingkah laku seseorang atau
sejumlah orang sehingga ada efek tertentu
yang diharapkan. Dengan komunikasi
yang baik akan tercipta hubungan baik
didalamnya terdapat saling pengertian dan
menghargai.
Demikian juga dalam pelaksanaan
motivasi guna meningkatkan efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin, diperlukan kemampuan Kepala
UPTD dalam berkomunikasi dengan para
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pegawai, sehingga apa yang diharapkan
Kepala UPTD dalam pelaksanaan
motivasinya dapat dimengerti dan
dipahami oleh petugas sehingga dengan
penuh kesadaran dan tanggung jawab,
para petugas akan melaksanakan setiap
tugas yang diberikan Kepala UPTD
sebagai atasannya.
Untuk mengetahui pelaksanaan
motivasi yang dilakukan oleh Kepala
UPTD Puskesmas Maja dengan
menerapkan asas komunikasi, berikut
penyusun paparkan hasil penelitian
terhadap 2 (dua) indikator asas
komunikasi, sebagai berikut :
a) Menciptakan komunikasi yang baik di
lingkungan kerja
Adanya komunikasi yang baik
antara atasan dan bawahanakan
menimbulkan rasa saling menghargai dan
akan berusaha meningkatkan kinerjanya
yang didasari rasa tanggung jawab dan
saling pengertian.
Begitu juga dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja, Kepala UPTD
dituntut dapat menciptakan komunikasi
yang baik dilingkungan kerjanya sehingga
tercipta rasa saling menghargai dan
pengertian serta kedekatan antara
pimpinan dan para pegawai yang dapat
meningkatkan semangat kerja petugasnya.
b) Memberikan informasi kepada
petugas
Untuk meningkatkan efektivitas
kerja pegawai, hal yang terpenting adalah
adanya pemberian informasi kepada
pegawai, baik itu mengenai kejelasan
tugas dan pekerjaan yang harus
dilaksanakan, mengenai tujuan yang ingin
dicapai serta hal-hal yang mempengaruhi
tercapainya tujuan tersebut. Sehingga
dengan adanya informasi tersebut,
pegawai akan dengan mudah
melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan.
Dengan kata lain, pemberian informasi
akan menimbulkan dorongan semangat
dan kegairah kerjaan dari para pegawai
dalam pelaksanaan pelayanan sehingga
dapat meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja.
a) Menciptakan komunikasi yang baik di
lingkungan kerja
Pada tabel tersebut di atas,
terdapat 44 responden atau sebesar 73, 3%
yang menyatakan bahwa Kepala UPTD
selalu menciptakan komunikasi yang baik
di lingkungan kerja, dan 10 responden
atau sebesar 16,7 %  menyatakan bahwa
Kepala UPTD kadang-kadang
menciptakan komunikasi yang baik di
lingkungan kerja sedangkan 6 responden
atau sebesar 10 %  menyatakan bahwa
Kepala UPTD tidak pernah menciptakan
komunikasi yang baik di lingkungan kerja.
Dari hasil tanggapan responden di
atas, dapat disimpulkan bahwa Kepala
UPTD telah cukup baik dalam
pelaksanaan motivasi dengan menciptakan
komunikasi yang baik di lingkungan kerja.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala UPTD Puskesmas Maja
bahwa Kepala UPTD senantiasa
menciptakan komunikasi yang baik di
lingkungan kerja baik dalam suasana
formal maupun informal sehingga timbul
kedekatan antara pimpinan dan para
pegawai.
Hasil observasi yang penyusun
lakukan menunjukkan bahwa komunikasi
yang baik antara atasan dan bawahan telah
terjalin di lingkungan kerja hal ini terlihat
dari kedekatan antara Kepala UPTD
dengan para pegawai tanpa merasa
canggung karena seringnya berkomunikasi
dengan atasannya.
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b) Memberikan informasi kepada
pegawai
Pada tabel 4.2 tersebut, terdapat
42 responden atau sebesar 70 % yang
menyatakan bahwa Kepala UPTD selalu
memberikan informasi kepada pegawai,
18 responden atau sebesar 30 %
menyatakan bahwa Kepala UPTD kadang-
kadang memberikan informasi kepada
pegawai dan tidak ada responden yang
menyatakan Kepala UPTD tidak pernah
memberikan informasi kepada pegawai.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Kepala UPTD telah melaksanakan
motivasi dengan memberikan informasi
kepada para pegawai dengan cukup baik.
Hasil wawancara dengan Kepala
UPTD diperoleh keterangan bahwa
pemberian informasi kepada para pegawai
selalu dilaksanakan terutama dalam
penjelasan mengenai tugas dan pekerjaan
namun masih mengalami hambatan karena
tingkat kemampuan dari para pegawai
berbeda-beda dalam menyerap informasi.
Sedangkan hasil observasi yang
penyusun lakukan menunjukkan bahwa
para pegawai melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan tugas yang diberikan atasan
sesuai dengan yang diinformasikan
kepadanya.Hal ini membuktikan Kepala
UPTD telah melaksanakan dengan cukup
baik dalam memberikan informasi kepada
bawahan.
Memperhatikan uraian-uraian
mengenai penerapan asas komunikasi
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan motivasinya ternyata
Kepala UPTD sudah cukup baik dalam
menerapkan asas komunikasi. Hal ini
terbukti dari hasil tanggapan responden
dari dua indikator asas komunikasi nilai
rata-rata tertinggi mencapai 71,6 % atau
bila dilihat dari kriteria penilaian analisis
data, penerapan asas komunikasi yang
dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas
Maja mencapai predikat “Cukup Baik”.
3. Asas pengakuan
Pada dasarnya para pegawai
mempunyai keinginan untuk diperlakukan
secara terhormat dalam bentuk pengakuan
dan penghargaan atas pelaksanaan tugas
yang dilakukan dengan baik dan mencapai
hasil yang sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Pengakuan dan pengahargaan
atas hasil kerja seorang pegawai
merupakan kebanggaan bagi pegawai
yang bersangkutan. Hal ini akan
meningkatkan semangat dan gairah kerja
bagi pegawai yang diberikan penghargaan
serta pegawai lainnya yang belum
mencapai kualitas kerja yang baik.
Sebaliknya apabila pemimpin jarang atau
tidak mengakui dan menghargai pekerjaan
bawahan, hal ini akan menurunkan gairah
kerja dan semangat bawahan dalam
pelaksanaan tugas.
Begitu juga dengan upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka, diperlukan adanya pemberian
pengakuan dan penghargaan dari Kepala
UPTD kepada pegawai yang berprestasi
sehingga mendorong para pegawai untuk
lebih meningkatkan lagi efektivitas kerja
dalam pelayanan jamkesmas.
Untuk mengetahui pelaksanaan
motivasi yang dilakukan oleh Kepala
UPTD dengan menerapkan asas
pengakuan, berikut penyusun paparkan
hasil penelitian terhadap 2 (dua) indikator
asas pengakuan, sebagai berikut :
a) Memberikan penghargaan yang
bersifat materi kepada petugas yang
berprestasi
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kepada pegawai yang berprestasi akan
berpengaruh pada semangat kerja dan
kinerja pegawai dalam pelaksanaan setiap
kegiatan organisasi. Bentuk penghargaan
kepada pegawai tersebut dapat berupa
pemberian yang bersifat materi.
Dengan pemberian materi sebagai
penghargaan kepada pegawai yang
berprestasi, pegawai akan merasa dihargai
dan diakui hasil kerja kerasnya dan
keberadaannya dalam organisasi, sehingga
timbul kebanggaan dari pegawai yang
dapat mendorong semangat dan
meningkatkan gairah kerja pegawai
sehingga dengan segenap kemampuan
yang dimiliki, pegawai akan bekerja
dengan giat untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Begitu juga dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja, Kepala UPTD
dituntut dapat memberikan penghargaan
yang bersifat materi kepada pegawai yang
berprestasi, dengan begitu akan
meningkatkan semangat dan gairah kerja
dari para pegawai dalam pelaksanaan
pelayanan jamkesmas.
b) Memberikan penghargaan yang
bersifat non materi kepada petugas
yang berprestasi
Kerja keras yang menguras tenaga
dan pikiran dari pegawai dalam
melaksanakan tugas demi tercapainya
tujuan organisasi, perlu mendapat
perhatian yang lebih dari seorang
pemimpin, yang dapat berupa
penghargaan yang bersifat non materi
seperti pujian atas pekerjaan yang
dilakukan dengan baik oleh seorang
pegawai.
Dengan memberikan penghargaan
yang bersifat non materi kepada pegawai
yang berprestasi, akan memicu pegawai
untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya
dan juga akan menimbulkan dorongan
kepada pegawai yang lainnya untuk lebih
semangat dan giat bekerja sehingga
menghasilkan pekerjaan yang baik.
Begitu juga dalam upaya
meningkatkanefektivitas pelayanan
jamkesmas, Kepala UPTD dituntut dapat
melaksanakan motivasi dengan
memberikan penghargaan yang bersifat
non materi kepada pegawai yang
berprestasi. Dengan begitu, akan
meningkatkan semangat kerja dari para
petugas dalam pelaksanaan pelayanan
jamkesmas.
a) Memberikan penghargaan yang
bersifat materi kepada petugas yang
berprestasi
Pada tabel tersebut di atas,
sebanyak 30 responden atau sebesar 50 %
yang menyatakan bahwa Kepala UPTD
selalu memberikan penghargaan yang
bersifat materi kepada pegawai yang
berprestasi, 12 responden atau sebesar 20
% menyatakan bahwa Kepala UPTD
kadang-kadang memberikan penghargaan
yang bersifat materi kepada pegawai yang
berprestasi, sedangkan 18 responden atau
sebesar 30 % menyatakan Kepala UPTD
tidak pernah memberikan penghargaan
yang bersifat materi kepada pegawai yang
berprestasi.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Kepala UPTD telah
melaksanakan motivasi dengan
memberikan penghargaan yang bersifat
materi kepada pegawai/petugas yang
berprestasi tetapi masih belum optimal.
Berdasarkan hasil wawancara
bahwa pelaksanaan motivasi dengan
memberikan penghargaan yang bersifat
materi kepada pegawai yang berprestasi
oleh Kepala UPTD telah dilaksanakan
CENDEKIA
Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Volume VII No 2Juli - Desember 2014
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)
FISIP – Universitas Majalengka
68
ISSN  1907-6711
namun masih belum optimal, dikarenakan
keterbatasan dana yang dimiliki kantor
UPTD Puskesmas Maja.
Berdasarkan hasil observasi yang
penyusun lakukan menunjukkan bahwa
Kepala UPTD harus berusaha lagi dalam
memberikan penghargaan yang bersifat
materi kepada pegawai yang berprestasi
sehingga dapat mendorong pegawai untuk
dengan semangat dan penuh gairah kerja
dalam pelaksanaan pelayanan jamkesmas.
b) Memberikan penghargaan yang
bersifat non materi kepada pegawai
yang berprestasi
Pada tabel di atas, sebanyak 32
responden atau sebesar 53,3 % yang
menyatakan bahwa Kepala UPTD selalu
memberikan penghargaan yang bersifat
non materi kepada pegawai yang
berprestasi, sebanyak 12 responden atau
sebesar 20 % menyatakan bahwa Kepala
UPTD kadang-kadang memberikan
penghargaan yang bersifat non materi
kepada pegawai yang berprestasi,
sedangkan 16 responden atau sebesar 26,7
% menyatakan Kepala UPTD tidak pernah
memberikan penghargaan yang bersifat
non materi kepada pegawai yang
berprestasi.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Kepala UPTD masih
kurang optimal dalam melaksanakan
motivasi dengan memberikan
penghargaan yang bersifat non materi
kepada pegawai yang berprestasi.
Berdasarkan hasil wawancara
bahwa pelaksanaan motivasi dengan
memberikan penghargaan yang bersifat
non materi kepada pegawai yang
berprestasi oleh Kepala UPTD telah
dilaksanakan namun masih belum optimal
seperti memberikan pujian kepada
pegawai yang melakukan kerja dengan
disiplin dan mencapai hasil sesuai dengan
target yang ditetapkan.
Sedangkan hasil observasi yang
penyusun lakukan menunjukkan bahwa
penghargaan yang bersifat non materi
berupa pujian-pujian kepada pegawai
yang melaksanakan pekerjaan dengan baik
jarang dilakukan oleh Kepala UPTD
dikarenakan keterbatasaan waktu yang
dimiliki.
Berdasarkan uraian-uraian
mengenai penerapan asas pengakuan
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan motivasinya ternyata
Kepala UPTD masih belum optimal dalam
menerapkan asas pengakuan. Hal ini
terbukti dari hasil tanggapan responden
dari dua indikator asas pengakuan nilai
rata-rata mencapai 51,6 %,  atau
berdasarkan standar penilaian analisis
data, penerapan asas pengakuan yang
dilakukan oleh Kepala UPTD Puskemas
Maja mencapai predikat “Kurang baik”.
4. Asas wewenang yang didelegasikan
Dalam pelaksanaan pekerjaan pada
suatu organisasi, diperlukan adanya
pendelegasian wewenang kepada
bawahan, sehingga bawahan mempunyai
wewenang dalam mengambil keputusan
dan melaksanakan keputusan tersebut
dengan penuh tanggung jawab.
Dengan adanya pendelegasian
wewenang kepada bawahan, bawahan
akan merasa diakui peranannya dalam
organisasi, sehingga mampu mendorong
semangat kerja dan menumbuhkan rasa
tangung jawab dan disiplin pada bawahan.
Begitu juga dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka, perlu diusahakan adanya
pendelegasian wewenang kepada pegawai
mengenai visi, misi serta tujuan UPTD
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dalam pelaksanaan pelayanan jamkesmas
sehingga pegawai merasa bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan pelayanan
jamkesmas, dengan semangat yang tinggi
akan melaksanakan pekerjaan dengan
sebaik mungkin karena merasa
bertanggung jawab atas tercapai tidaknya
visi, misi dan tujuan tersebut.
Untuk mengetahui pelaksanaan
motivasi yang dilakukan oleh Kepala
UPTD dengan menerapkan asas
wewenang yang didelegasikan berikut
penyusun paparkan hasil penelitian
terhadap 2 (dua) indikator asas wewenang
yang didelegasikan, sebagai berikut :
a) Menumbuhkan rasa percaya diri pada
petugasyang menerima pendelegasian
wewenang
Dalam pemecahan suatu masalah
pada suatu organisasi yang menuntut
untuk secepatnya diambil keputusan,
diperlukan adanya wewenang untuk
mengambil keputusan. Wewenang
seorang pegawai muncul diakibatkkan
adanya pendelegasian wewenang yang
diberikan oleh pemimpin. Dengan
wewenang ini, seorang pegawai
mempunyai kekuatan dan kekuasaan
dalam mengambil keputusan, menentukan
arah dalam melaksanakan pekerjaan.
Dalam penerimaan delegasi
wewenang, perlu adanya rasa percaya diri
yang kuat pada diri pegawai akan
kemampuan dirinya dalam melaksanakan
wewenang yang diberikan atasan dengan
baik. Sehingga pemimpin harus bisa
menumbuhkan rasa percaya diri dari
pegawainya.
Demikian juga dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja, Kepala UPTD
dituntut dapat mendorong para pegawai
untuk membangkitkan rasa percaya diri
akan kemampuan dalam dirinya untuk
melaksanakan wewenang yang diberikan
oleh Kepala UPTD.
b) Memberikan delegasi wewenang
kepada petugas yang tepat
Pendelegasian wewenang kepada
pegawai artinya bahwa pegawai diberi
keleluasaan dalam melaksanakan
pekerjaan dan mengambil keputusan.
Dengan ini pegawai akan merasa
terdorong untuk lebih bertanggung jawab
dan berusaha semaksimal mungkin untuk
tercapainya tujuan dan menghindari
kegagalan.
Begitu juga pelaksanaan asas
pendelegasian wewenang  dalam upaya
meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin , dengan
adanya pendelegasian wewenang ini, para
pegawai sesuai dengan bidang tugasnya
masing-masing akan berusaha dan bekerja
dengan giat untuk mencapai hasil kerja
yang baik karena semua tanggung jawab
mengenai pekerjaan telah dilimpahkan
bersama dengan pendelegasian wewenang
a) Menumbuhkan rasa percaya diri pada
petugasyang menerima pendelegasian
wewenang
Pada tabel tanggapan responen
tersebut di atas, sebanyak 40 responden
atau sebesar 66,7 % yang menyatakan
bahwa Kepala UPTD selalu
menumbuhkan rasa percaya diri pada
petugasyang menerima pendelegasian
wewenang, sebanyak 8 responden atau
sebesar 13,3 % menyatakan bahwa Kepala
UPTD kadang-kadang menumbuhkan rasa
percaya diri pada petugasyang menerima
pendelegasian wewenang dan sebanyak 12
responden atau sebesar 20 %  menyatakan
bahwa Kepala UPTD tidak pernah
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responden tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Kepala UPTD telah melaksanakan
motivasi dengan menumbuhkan rasa
percaya diri pada petugasyang menerima
pendelegasian wewenang dengan cukup
baik.
Dari wawancara diperoleh hasil
bahwa pelaksanaan motivasi oleh Kepala
UPTD dengan menumbuhkan rasa
percaya diri pada pegawai/petugas yang
menerima pendelegasian wewenang telah
dilaksanakan dengan cukup baik.
Sedangkan hasil observasi yang
penyusun lakukan menunjukkan bahwa
Kepala UPTD telah melaksanakan
motivasi dengan menumbuhkan rasa
percaya diri pada petugas yang menerima
pendelegasian wewenang, baik itu dalam
pengambilan keputusan maupun dalam
menggerakkan para pegawai dalam
pelaksanaan pelayanan jamkesmas.
b) Memberikan delegasi wewenang
kepada petugas yang tepat
Pada tabel di atas, sebanyak 38
responden atau sebesar 63,3 % yang
menyatakan bahwa Kepala UPTD selalu
memberikan delegasi wewenang kepada
petugas yang tepat, sebanyak 12
responden atau sebesar 20 %  menyatakan
bahwa Kepala UPTD kadang-kadang
memberikan delegasi wewenang kepada
petugas yang tepat, sedangkan 10
responden atau sebesar 16,7 %
menyatakan Kepala UPTD tidak pernah
memberikan delegasi wewenang kepada
petugas yang tepat.
Berdasarkan tanggapan responden
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepala
UPTD telah melaksanakan motivasi
dengan memberikan delegasi wewenang
kepada petugas yang tepat dengan cukup
baik.
Berdasarkan hasil wawancara
bahwa pelaksanaan motivasi oleh Kepala
UPTD dengan memberikan delegasi
wewenang kepada petugas yang tepat
telah dilaksanakan dengan cukup baik
namun masih menghadapi kendala
mengingat tingkat kemampuan dari
pegawai berbeda-beda.
Sedangkan hasil observasi yang
penyusun lakukan menunjukkan dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan untuk
mencapai tujuan organisasi seringkali
Kepala UPTD karena kesibukkannya
sering memberikan wewenang
pendelegasian pelaksanaan pekerjaan.Hal
ini membuktikan pemberian delegasi
wewenang kepada petugas yang tepat
telah dilaksanakan dengan optimal.
Memperhatikan uraian-uraian
mengenai penerapan asas wewenang yang
didelegasikan tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan
motivasinya ternyata Kepala UPTD sudah
cukup baik dalam menerapkan asas
wewenang yang didelegasikan. Hal ini
terbukti dari hasil tanggapan responden
dari dua indikator asas wewenang yang
didelegasikan nilai rata-rata mencapai
65 % atau berdasarkan standar penilaian
analisis data, penerapan asas wewenang
yang didelegasikan dilakukan oleh Kepala
UPTD Puskesmas Maja mencapai
predikat “Cukup baik”.
5. Asas perhatian timbal balik
Dalam upaya mencapai tujuan
organisasi, seorang pemimpin organisasi
harus dapat memotivasi pegawainya
dengan memberikan keperluan pegawai
yang berhubungan dengan tugas
pekerjaannya dan membantu pegawai
mencapai tujuan. Sehingga dengan
tercapainya tujuan-tujuan dari setiap
individu pegawai akan menumbuhkan
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semangat dan gairah kerja karena merasa




jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja perlu adanya
perhatian dari pimpinan dalam
memberikan wewenang yang didelegasi
terhadap pegawainya. Dengan begitu,
akan ada timbal balik dari petugas yang
telah tepenuhi segala kebutuhannya yaitu
dengan peningkatan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dalam
pelaksanaan tugas untuk mencapai visi
UPTD dalam pelayanan jamkesmas.
Untuk mengetahui pelaksanaan
motivasi yang dilakukan oleh Kepala
UPTD Puskesmas Maja dengan
menerapkan asas perhatian timbal balik
berikut penyusun paparkan hasil
penelitian terhadap 2 (dua) indikator asas
perhatian timbal balik, sebagai berikut :
a) Menciptakan suasana kerja yang
harmonis
Upaya pencapaian tujuan
dalamsuatu organisasi ditentukan salah
satunya dengan adanya suasana kerja yang
harmonis. Dengan adanya suasana kerja
yang harmonis akan tercipta saling
pengertian diantara para pegawai dan
melakukan kerjasama yang didasari oleh
rasa saling menghormati. Sehingga akan
saling memotivasi antar pegawai untuk
sama-sama meningkatkan kinerjanya
untuk mencapai tujuan organisasi.
Begitu juga dalam upaya
meningkatkanefektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja, Kepala UPTD
harus dapat menciptakan suasana kerja
yang harmonis sehingga dapat memotivasi
para pegawai untuk giat dan semangat
dalam melaksanakan tugas pelayanan
jamkesmas di UPTD Puskesmas Maja.
b) Berusaha memenuhi kebutuhan
pegawai
Berhasil tidaknya suatu organisasi
ditentukan oleh pegawai yang melakukan
pekerjaan sehingga perlu adanya balas
jasa terhadap pegawai sesuai dengan
kinerjanya. Seorang pegawai perlu
diperlakukan dengan baik agar pegawai
tetap bersemangat dan berprestasi dalam
bekerja.Pimpinan tuntut untuk
memperlakukan pegawai dengan baik dan
memandang mereka sebagai manusia yang
mempunyai kebutuhan baik materi
maupun non materi.Pimpinan juga perlu
mengetahui, menyadari dan berusaha
memenuhi kebutuhan pegawainya,
sehingga pegawai dapat bekerja sesuai
dengan harapan organisasi.
Demikian juga dalam upaya
meningkatkanefektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja,Kepala UPTD
harus dapat memenuhi kebutuhan para
pegawainya sehingga pegawai termotivasi
untuk lebih giat dalam pelaksanaan
pelayanan jamkesmas.
a) Menciptakan suasana kerja yang
harmonis
Pada tabel tersebut di atas,
terdapat 42 responden atau sebesar 70 %
yang menyatakan bahwa Kepala UPTD
selalu berusaha menciptakan suasana kerja
yang harmonis, sebanyak 10 responden
atau sebesar 16,7 % menyatakan bahwa
Kepala UPTD kadang-berusaha
menciptakan suasana kerja yang harmonis,
sedangkan 8 responden atau sebesar 13,3
% menyatakan Kepala UPTD tidak pernah
berusaha menciptakan suasana kerja yang
harmonis.
Berdasarkan tabel di atas, dapat
disimpulkan bahwa Kepala UPTD sudah
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cukup baik dalam melaksanakan motivasi
dengan berusaha menciptakan suasana
kerja yang harmonis.
Berdasarkan hasil wawancara
diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan
motivasi oleh Kepala UPTD dengan
berusaha menciptakan suasana kerja yang
harmonis telah dilaksanakan dengan
cukup baik dengan tujuan membangun
hubungan yang baik antara para pegawai
yang akan meningkatkan semangat kerja
dalam pelaksanaan pelayanan jamkesmas.
Sedangkan hasil observasi
menunjukkan Kepala UPTD sudah cukup
baik dalam melaksanakan motivasi
dengan menciptakan suasana kerja yang
harmonis. Hal ini terlihat pada hubungan
antarpegawaiterjalin dengan baik, baik
dalam suasana formal maupun non formal.
b) Berusaha memenuhi kebutuhan
pegawai
Pada tabel tersebut di atas, terdapat
32 responden atau sebesar 53,3 % yang
menyatakan bahwa Kepala UPTD selalu
berusaha memenuhi kebutuhan pegawai,
sebanyak 12 responden atau sebesar 20 %
menyatakan bahwa Kepala UPTD kadang-
kadang berusaha memenuhi kebutuhan
pegawai, sedangkan 16 responden atau
sebesar 26,7 % menyatakan Kepala UPTD
tidak pernah berusaha memenuhi
kebutuhan pegawai.
Dari tabel tanggapan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa Kepala UPTD
belum optimal dalam melaksanakan
motivasi dengan berusaha memenuhi
kebutuhan pegawai.
Berdasarkan hasil wawancara
bahwa pelaksanaan motivasi oleh Kepala
UPTD dengan berusaha memenuhi
kebutuhan pegawai telah dilaksanakan
namun belum optimal dikarenakan




pemenuhan kebutuhan baik materi
maupun non materi. Hal ini terlihat masih
kurangnya pemberian insentif-insentif
maupun penghargaan non materi dari
Kepala UPTD kepada pegawai atas hasil
kerja para pegawai.
Memperhatikan penjelasan
tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
dalam pelaksanaan motivasinya ternyata
Kepala UPTD sudah cukup baik dalam
menerapkan asas perhatian timbal balik.
Hal ini terbukti dari hasil tanggapan
responden dari dua indikator asas motivasi
tersebut nilai rata-rata tertinggi mencapai
61,6 %, atau berdasarkan standar penilaian
analisis data, penerapan  asas perhatian
timbal balik yang dilakukan oleh Kepala
UPTD Puskesmas Maja mencapai
predikat “Cukup baik”.
Berdasarkan rekapitulasi
penerapan asas motivasi tersebut, dapat
diketahui bahwa nilai rata-rata baru
mencapai 60,3 %, apabila dihubungkan
dengan standar penilaian analisis data baru
mencapai predikat “Cukup baik”.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
ternyata Kepala UPTD Puskesmas Maja
Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan
motivasinya masih belum sepenuhnya
menerapkan asas-asas motivasi.
Adapun mengenai nilai dan
predikat penerapan tiap asas motivasi oleh
Kepala UPTD Puskesmas Maja
Kabupaten Majalengka, dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Asas mengikutsertakan, nilai rata-rata
sebesar 51,6 % dengan predikat
“Kurang baik”.
2. Asas komunikasi, nilai rata-rata
sebesar 71,6 % dengan predikat
“Cukup baik”.
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3. Asas pengakuan, nilai rata-rata sebesar
51,6 % dengan predikat “Kurang
baik”.
4. Asas wewenang,  nilai rata-rata sebesar
65 % dengan predikat “Cukup baik”
5. Asas perhatian timbal balik, nilai rata-
rata sebesar  61,6 % dengan predikat
“Cukup baik”
Selanjutnya untuk membuktikan
bahwa pelaksanaan motivasi mempunyai
pengaruh terhadap meningkatkan
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin,  penyusun melakukan
penelitian terhadap dimensi efektivitas








angket berikut ini penyusun sajikan
mengenai tanggapan responden tentang
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin pada UPTD Puskesmas





menghasilkan sejumlah barang dan jasa
yang dituntut oleh lingkungan.Ukuran ini
berkaitan langsung dengan keluaran yang
dikonsumsikan oleh pelanggan dan klien
organisasi. Dalam peningkatan efektivitas
pelayanan jamkesmas bentuk outputnya
adalah kesesuaian antara hasil dari
pekerjaan dengan target dan ketentuan
serta dengan tujuan yang diharapkan
dalam pelayanan jamkesmas.
Dari  tanggapan responden tersebut
di atas, dapat diketahui tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas dilihat dari dimensi
produksi yang dijabarkan melalui 2 (dua)
indikator sebagai berikut :
(1) Hasil dari pekerjaan sesuai dengan
target dan ketentuan
Sebanyak 44 orang atau 73,3 %,
responden yang menyatakan bahwa hasil
dari pekerjaan selalu sesuai dengan target
dan ketentuan sedangkan sebanyak 16
orang atau 26,7 % responden menyatakan
bahwa hasil dari pekerjaan kadang-kadang
sesuai dengan target dan ketentuan, dan
tidak ada atau 0 % responden menyatakan
bahwa hasil dari pekerjaan tidak pernah
sesuai dengan target dan ketentuan.
Berdasarkan tanggapan responden,
dapat disimpulkan bahwa efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin sudah cukup baik dilihat dari hasil
pekerjaan sesuai dengan target dan
ketentuan.
(2) Hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai
dengan tujuan yang diharapkan
Sebanyak 38 orang atau 63,3 %
responden menyatakan bahwa hasil
pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai
dengan tujuan yang diharapkan, sebanyak
12 orang atau 20 % responden
menyatakan bahwa hasil pekerjaan yang
dilakukan kadang-kadang sesuai dengan
tujuan yang diharapkan, dan sedangkan
sebanyak 10 orang 16,7 %  responden
menyatakan bahwa hasil pekerjaan yang
dilakukan tidak pernah sesuai dengan
tujuan yang diharapkan.
Dari tanggapan responden dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin sudah
cukup baik dilihat dari hasil pekerjaan
yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dilihat
dari dimensi produksi sudah cukup baik.
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Hal ini terbukti dari nilai rata-rata dari dua
indikator produksi mencapai 68.3 % atau
berdasarkan standar penilaian analisis
data, dimensi produksi efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskesmas Maja
mencapai predikat “Cukup baik”.
b. Mutu
Mutu didefinisikan sebagai
memenuhi harapan pelanggan dan klien
untuk kinerja produk dan jasa, dengan
ukuran dan penilaian mutu berasal dari
pelanggan dan klien.Dalam peningkatan
efektivitas pelayanan jamkesmas bentuk
outputnya adalah hasil pekerjaan yang
dilakukan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat serta pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan berdasarkan prosedur
kerja dan prinsip keadilan.
Dari  tanggapan responden tersebut
di atas, dapat diketahui tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas dilihat dari dimensi
mutu  yang dijabarkan melalui 2 (dua)
indikator sebagai berikut :
(1) Hasil pekerjaan memenuhi kebutuhan
masyarakat
Sebanyak 38 orang responden atau
63,3 % responden menyatakan hasil
pekerjaan selalu memenuhi kebutuhan
masyarakat, sebanyak 16 orang responden
atau 26,7 % responden menyatakan hasil
pekerjaan kadang-kadang memenuhi
kebutuhan masyarakat, sedangkan 6 orang
responden atau 10 % responden
menyatakan hasil pekerjaan tidak pernah
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dari hasil tanggapan responden
tersebut, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas sudah
cukup baik dilihat dari hasil pekerjaan
memenuhi kebutuhan masyarakat.
(2) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan
berdasarkan prosedur kerja dan
prinsip keadilan
Sebanyak 36 orang atau 60 %
responden menyatakan pelaksanaan
pekerjaan selalu dilakukan berdasarkan
prosedur kerja dan prinsip keadilan,
sebanyak 20 orang atau 33,3 responden
menyatakan pelaksanaan pekerjaan
kadang-kadang dilakukan berdasarkan
prosedur kerja dan prinsip keadilan,
sedangkan sebanyak 4 orang atau 6,7 %
responden menyatakan pelaksanaan
pekerjaan tidak pernah dilakukan
berdasarkan prosedur kerja dan prinsip
keadilan.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas sudah
cukup baik dilihat dari pelaksanaan
pekerjaan dilakukan berdasarkan prosedur
kerja dan prinsip keadilan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dilihat
dari dimensi mutu sudah cukup baik. Hal
ini terbukti dari nilai rata-rata dari dua
indikator mutu mencapai 61.6 % atau
berdasarkan standar penilaian analisis
data, dimensi  mutu efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja mencapai
predikat “Cukup baik”.
c. Efisiensi
Efesiensi diartikan sebagai rasio
keluaran dibanding masukan. Kriteria ini
memfokuskan pada siklus masukan –
proses – keluaran, dan bahkan
menekankan pada elemen masukan dan
proses. Ukuran efisiensi termasuk tingkat
pendapatan (rate of return) dari kapital
dan aset, unit biaya, bahan buangan dan
pemborosan, waktu berhenti, tingkat
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hunian, dan biaya per pasien, per siswa,
atau per klien.
Dalam peningkatan efektivitas
pelayanan jamkesmas bentuk outputnya
adalah penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan
hemat dan sesuai anggaran serta ketepatan
waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dari  tanggapan responden tersebut
di atas, dapat diketahui tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas dilihat dari dimensi
efisiensi yang dijabarkan melalui 2 (dua)
indikator sebagai berikut :
(1) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan
dengan hemat dan sesuai anggaran.
Sebanyak 40 orang atau 66,7 %
responden menyatakan pelaksanaan
pekerjaan selalu dilakukan dengan hemat
dan sesuai anggaran, sebanyak 8 orang
atau 13,3 % responden menyatakan
pelaksanaan pekerjaan kadang-kadang
dilakukan dengan hemat dan sesuai
anggaran, sedangkan sebanyak 12 orang
atau 20 % responden menyatakan
pelaksanaan pekerjaan tidak pernah
dilakukan dengan hemat dan sesuai
anggaran.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas sudah
cukup baik dilihat dari pelaksanaan
pekerjaan dilakukan dengan hemat dan
sesuai anggaran.
(2) Pelaksanaan pekerjaan dilakukan
dengan tepat waktu.
Sebanyak 34 orang atau 56,7 %
responden menyatakan bahwa
pelaksanaan pekerjaan selalu dilakukan
dengan tepat waktu, sebanyak 14 orang
atau 23,3 % responden menyatakan bahwa
pelaksanaan pekerjaan kadang-kadang
dilakukan dengan tepat waktu dan
sebanyak 12 orang atau 20 % responden
yang menyatakan bahwa pelaksanaan
pekerjaan tidak pernah dilakukan dengan
tepat waktu.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin sudah cukup baik dilihat
dari pelaksanaan pekerjaan dilakukan
dengan tepat waktu.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dilihat
dari dimensi efisiensi sudah cukup baik.
Hal ini terbukti dari nilai rata-rata dari dua
indikator efisiensi mencapai 61.7 % atau
berdasarkan standar penilaian analisis
data, dimensi efisiensi efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskesmas Maja
mencapai predikat “Cukup baik”.
d. Fleksibilitas
Fleksibilitas adalah kemampuan
organisasi untuk mengalihkan sumber
daya dari aktivitas yang satu ke aktivitas
yang lain guna menghasilkan produk dan
pelayanan yang baru dan berbeda.
Organisasi perlu menginvestasikan tidak
hanya dalam teknologi dari metode




pelayanan jamkesmas bentuk outputnya
adalah meningkatnya kemampuan
pegawai dalam mengoperasikan teknologi
dan peningkatan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Dari  tanggapan responden tersebut
di atas, dapat diketahui tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas dilihat dari dimensi
fleksibilitas yang dijabarkan melalui 2
(dua) indikator sebagai berikut :
(1) Meningkatnya kemampuan pegawai
dalam mengoperasikan teknologi
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Sebanyak 32 orang atau 53,3 %
responden menyatakan kemampuan
pegawai dalam mengoperasikan teknologi
selalu meningkat, sebanyak 12 orang atau
20 % responden menyatakan kemampuan
pegawai dalam mengoperasikan teknologi
kadang-kadang meningkat, sedangkan
sebanyak 16 orang atau 26,7 % responden
menyatakan kemampuan pegawai dalam
mengoperasikan teknologi tidak pernah
meningkat.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin masih belum optimal
dilihat dari meningkatnya kemampuan
pegawai dalam mengoperasikan teknologi.
(2) Meningkatnya pelayanan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
Sebanyak 32 orang atau 53,3 %
responden menyatakan bahwa pelayanan
selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, sebanyak 18 orang atau    30
% responden menyatakan bahwa
pelayanan kadang-kadang meningkat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
sebanyak 10 orang atau 16,7 % responden
yang menyatakan bahwa pelayanan tidak
pernah meningkat sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin sudah cukup baik dilihat
dari meningkatnya pelayanan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dilihat
dari dimensi fleksibilitas masih belum
optimal meningkat. Hal ini terbukti dari
nilai rata-rata dari dua indikator
fleksibilitas mencapai 53,3 % atau
berdasarkan standar penilaian analisis
data, dimensi fleksibilitas dari efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskesmas Maja
mencapai predikat “Kurang baik”.
e. Kepuasan
Kepuasan dan semangat kerja
menunjukkan sampai seberapa jauh
organisasi memenuhi kebutuhan para
pegawainya. Ukuran kepuasan meliputi
sikap pegawai, pergantian pegawai (turn
over), kemangkiran, keterlambatan, dan
keluhan. Dalam peningkatan efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin bentuk outputnya adalah
terpenuhinya kebutuhan pegawai dan
kepuasan masyarakat.
Dari  tanggapan responden tersebut
di atas, dapat diketahui tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin dilihat dari dimensi kepuasan yang
dijabarkan melalui 2 (dua) indikator
sebagai berikut :
(1) Hasil pekerjaan memenuhi kebutuhan
pegawai
Sebanyak 32 orang atau 53,3 %
responden menyatakan hasil pekerjaan
selalu memenuhi kebutuhan pegawai,
sebanyak 22 orang atau  36,7 % responden
menyatakan hasil pekerjaan kadang-
kadang memenuhi kebutuhan pegawai,
sedangkan sebanyak 6 orang atau 10 %
responden menyatakan hasil pekerjaan
tidak pernah memenuhi kebutuhan
pegawai.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin masih belum optimal
dilihat dari hasil pekerjaan memenuhi
kebutuhan pegawai.
(2) Hasil pekerjaan memberikan kepuasan
masyarakat
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Sebanyak 30 orang atau 50 %
responden menyatakan bahwa hasil
pekerjaan selalu memberikan kepuasan
masyarakat, sebanyak 30 orang atau 50 %
responden menyatakan bahwa hasil
pekerjaan kadang-kadang memberikan
kepuasan masyarakat dan tidak ada atau 0
% responden yang menyatakan bahwa
hasil pekerjaan tidak pernah memberikan
kepuasan masyarakat.
Berdasarkan hasil tanggapan
responden, dapat disimpulkan bahwa
efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin belum optimal dalam
hasil pekerjaan dapat memberikan
kepuasan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa tingkat efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin dilihat dari dimensi kepuasan
masih belum optimal. Hal ini terbukti dari
nilai rata-rata dari dua indikator kepuasan
mencapai 51,6 % atau berdasarkan standar
penilaian analisis data, dimensi kepuasan
dari efektivitas pelayanan jamkesmas bagi
keluarga miskin pada UPTD Puskesmas
Maja mencapai predikat “Kurang baik”.
Berdasarkan  hasil rekapitulasi
pencapaian tingkat efektivitas pelayanan
jamkesmas, ternyata efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja belum
sepenuhnya meningkat. Hal ini dapat
dibuktikan oleh nilai rata-rata sebesar
59,3 % atau berdasarkan standar penilaian
analisis data, efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja mencapai
predikat “Cukup baik”.
Adapun mengenai nilai dan
predikat efektivitas pelayanan jamkesmas
bagi keluarga miskin pada UPTD
Puskesmas Maja Kabupaten Majalengka,
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Produksi, nilai rata-rata sebesar 68,3
% dengan predikat “Cukup baik”.
b. Mutu, nilai rata-rata sebesar 61,6 %
dengan predikat “Cukup baik”.
c. Efisiensi, nilai rata-rata sebesar 61,7
% dengan predikat “Cukup baik”.
d. Fleksibilitas,  nilai rata-rata sebesar
53,3 % dengan predikat “Kurang
baik”
e. Kepuasan, nilai rata-rata sebesar  51,6
% dengan predikat “Kurang baik”
Dengan demikian, dari hasil
pencapaian pelaksanaan motivasi yang
dilakukan oleh Kepala UPTD dan
peningkatan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan motivasi
yang dilakukan oleh Kepala UPTD yang
didasarkan pada penerapan asas-asas
motivasi mempunyai hubungan yang
sejajar dengan peningkatan efektivitas
pelayanan jamkesmas. Hal tersebut
terlihat dari hasil rekapitulasi nilai rata
dari penerapan asas-asas yang mencapai
nilai rata-rata sebesar 60,3 % dengan
predikat “Cukup baik” dan efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin baru mencapai rata-rata sebesar
59,3 % dengan predikat “Cukup baik”
juga.
Sehingga hipotesis yang penyusun
ajukan yaitu “Jika pelaksanaan motivasi
oleh Kepala UPTD berdasarkan asas-asas
motivasi, maka efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
Majalengka meningkat”, telah teruji
kebenarannya dan dapat diterima.
KESIMPULAN
Dalam pelaksanaan motivasi dalam
upaya meningkatkan efektivitas pelayanan
jamkesmas bagi keluarga miskin pada
UPTD Puskesmas Maja Kabupaten
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Majalengka, ternyata Kepala UPTD
belum sepenuhnya menerapkan asas-asas
motivasi.
Hasil penelitian yang penyusun
lakukan, secara keseluruhan mengenai
pelaksanaan asas-asas  motivasi oleh
Kepala UPTD ternyata baru mencapai
nilai rata-rata sebesar  60,3 %. Dengan
demikian  pelaksanaan motivasi oleh
Kepala UPTD, ternyata baru mencapai
predikat “Cukup baik”. Hal tersebut
merupakan suatu bukti bahwa asas-asas
motivasi belum sepenuhnya diterapkan
oleh Kepala UPTD.
Pelaksanaan motivasi oleh Kepala
UPTD mempunyai hubungan yang sejajar
dengan upaya meningkatkan efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskesmas Maja
Kabupaten Majalengka. Hal ini terbukti
dari hasil rekapitulasi nilai tertinggi
mengenai penerapan asas-asas motivasi
yang mencapai nilai rata-rata sebesar 60,3
% dengan predikat “Cukup baik”dan
efektivitas pelayanan jamkesmas
mencapai nilai rata-rata sebesar 59,3 %
dengan predikat “Cukup baik” juga.
Dengan demikian hipotesis yang
penyusun ajukan yaitu :“Jika pelaksanaan
motivasi oleh Kepala UPTD berdasarkan
asas-asas motivasi, maka efektivitas
pelayanan jamkesmas bagi keluarga
miskin pada UPTD Puskemas Maja
Kabupaten Majalengkameningkat” dapat
dibenarkan karena telah teruji
kebenarannya dan dapat diterima.
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